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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAL, iy P

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang
perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau

Morotai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republjk
Indonesia Nomor 4400);
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6. Undeng-Undang Nomor 53 Tahun 2008  tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Mamta.t di Provin o

Indonesia Nomor 4937);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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(2)

3
2.
3.
9.

(1)

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah daerah Kabupaten Pulau Morotai;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

Bupati adalah Bupati Pulau Morotai,
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

yang memuat rancangan Kkerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana Kkerja, dan pendanaanya, baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun Yyang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat;
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, dan program Bupati;
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau

Morotai Tahun Anggaran 2020.
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(2) Uraiar lkb‘.ih lanjut tentang materi pokok sebagaimana dimaks
£ i""':?_;?‘ffjﬁ'?"r‘:tum dalam lampiran peraturan yang merupakan

te:rpmahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

gundangan Peraturan

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan péen
% s o ah Kabupaten Pulau

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan

pada tanggal (g i A

BUPATI PULAU MOROTAI,

BE LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAL,

i

MUHANM MKHARIE

BERITA/DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR

Salin&n sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
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